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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya perlibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat 

dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik 

sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara 

dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan 

rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan 

kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat 

mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik 

atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.  

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan 

maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik 

mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana 

mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan 

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik 

sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, 

mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh 

kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP 

merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya 

dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan 

publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

1. Untuk memperkenalkan pada pelaku usaha tentang  pentingnya perijinan 

berusaha berbasis resiko sektor pariwisata di Tentena Kabupaten Poso Sulteng. 

2. Mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas dengan menerapkan 

Sistem OSS (Online Single Submission) atau Online. 



 

b. Manfaat 

1) Secara Umum 

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau 

meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

2) Penyelenggara Pelayanan 

a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan; 

b) Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun 

perbaikan kebijakan; 

c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan 

pelaksanaan kebijakan; 

e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan 

layanan kepada publik; 

f) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 

3) Publik 

a) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang 

Pelayanan Publik; 

b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah 

ditetapkan penyelenggara layanan; 

c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan; 

d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara 

layanan; 

e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

 

3. Ruang Lingkup 

Kegiatan sosialisasi ini berlokasikan di Tentena kabupaten Poso Sulawesi Tengah, 

yang mana dalam kegiatan ini ditujukan pada pelaku usaha sektor pariwisata untuk lebih 

memahami mengenai pentingnya perijinan berusaha berbasis  resiko sektor pariwisata 

dengan menggunakan sistem elektronik atau yang disebut dengan sistem OSS (Online 

Single Submission) atau online. 

 



 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari   : Selasa 

Tanggal  : 28 Februari 2023 

b. Tempat Pelaksanaan 

Bertempat Di Hotel Danau Poso Tentena 

 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah bidang Pengembangan Destinasi 

Pariwisata. 

b. Peserta FKP 

Dalam kegiatan ini pesertanya merupakan pelaku usaha sektor pariwisata di wilayah 

Tentena Kabupaten Poso. Berikut daftar nama peserta yang hadir: 

No. Nama Utusan 

1 Nurnaningsih Uda’a Kafe Janji Jiwa Poso 

2 Febrian Taenggi Ataiambu Hill 

3 Daniel Hotel Danau Poso 

4 Junintowe R.M Dispar Poso 

5 Nopri Hotel Kartika Poso 

6 Syahrifan Hotel Otanaha Poso 

7 Alwiwing Immanela Ancyba Hotel Poso 

8 Ade Diko Pelangi Resort Siury 

9 Edi Gunawan Dhe Bali Ciranges Ond Spa 

10 Hamidawati A Robi 

11 M. Rafiq Kafe Matahari 

12 Masfirah Mode Us Cafe 

13 Sriwahyuni. U.H Losmen Azzahra 

14 Elia Hotel Alamanda 

15 RM. Citra RM. Citra 

16 Ismail Sapiu PT. Citra Torau Resort 

17 Adelin. L Dinas Pariwisata Kab. Poso 

18 Saifullah Q. Mursad Dinas Penanaman Modal & PTSP 

19 Bilsan Veny Dinas Pariwisata 

20 Retro Lasibu DPMPTSP Poso 



 

No. Nama Utusan 

21 Cici Angram  

22 Chandra Mbayawo  

23 Nur Losmen 88 

24 Ririn Hotel 77 Poso 

25 Putra RM. Pangestu Poso 

26 Aido RM. Ulu Bale Poso 

27 Riska Makarios Hotel Poso 

28 Chrisman Ue Datu Cottage 

29 Manuel Wikes Hotel Natuna 

30 Dewi Losmen Alogoro 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan FKP dilakukan secara offline atau secara tatap muka. 

 

4. Susunan Acara FKP 

Jam Kegiatan Keterangan 

07.00 s.d 08.00 Registrasi Peserta  Panitia  

08.00 s.d 09.00 Pembukaan  

- Sambutan kepala dinas 

- Sambutan kepala dinas 

Di pandu MC 

-Kepala Dinas Pariwisata 

Kab. Poso 

-Kepala Dinas Pariwisata 

Prov. Sulteng 

09.00 s.d 09.15 Cofe break 

 

09.15 s.d 11.15 Kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Poso dalam Pembangan Usaha 

Pariwisata di Kabupaten Poso 

Noldi Tobondo, ST., MT  

11.15 s.d 13.30 ISHOMA 

13.30 s.d 15.00 Memahami Pentingnya Perijinan 

Berusaha Berbasis Resiko Sektor 

Pariwisata 

 Salamat Panjaitan, SE 

15.00 s.d 15.30 Tanggapan   

15.30 s.d 16.00 Penutup   

 

 

 

 



 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

Perizinanan berusaha di Indonesia sebelumnya dinilai tidak birokratis, tidak 

berstandar dan tidak berintegritas padahal mengingat tujuan dari perizinan untuk 

meningkatkan kegiatan berusaha yang lebih sederhana, efektif, terstruktur, transparan 

dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Maka dari itu perlu dilakukannya 

sosialialisasi agar pelaku usaha dapat memahami perijinan dalam berusaha disektor 

pariwisata dengan menggunakan sistem OSS (Online Single Submission). 

 

2. Analisis 

Perijinan berusaha berbasis resiko sektor pariwisata dengan menggunakan sistem 

online atau OSS ini memberikan keringanan kepada pelaku usaha dalam mendaftarkan 

atau membuat permohonan perizinanan baik izin secara komersial dan ataupun 

opersianal. Sehingga setelah dilakukannya FKP ini pelaku usaha menjadi lebih terbantu 

dalam membuat perijinan berusaha berbasis resiko sektor pariwisata. 

 

3. Rencana Aksi 

Dari hasil FPK ini dapat disimpulkan bahwa akan dilakukannya kegiatan ini lagi di 

daerah-daerah lain untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya perijinan berusaha 

berbasis resiko sektor pariwisata dengan menggunakan sistem OSS (Online Single 

Submission). 

 

D. PENUTUP 

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata, berkomitmen untuk :  

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP. 

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia; 

3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat memudahkan pelaku usaha dalam 

membuat perijinan berusaha sektor pariwisata secara daring melalui sistem OSS 

(Online Single Submission). 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya perlibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat 

dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik 

sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara 

dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan 

rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan 

kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat 

mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik 

atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.  

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan 

maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik 

mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana 

mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan 

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik 

sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, 

mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh 

kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP 

merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya 

dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan 

publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

1. Untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang hotel dan restoran pada 

sektor pariwisata. 

2. Untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja pada sarana akomodasi hotel 

dan restoran 



 

b. Manfaat 

1) Secara Umum 

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau 

meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

2) Penyelenggara Pelayanan 

a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan; 

b) Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun 

perbaikan kebijakan; 

c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan 

pelaksanaan kebijakan; 

e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan 

layanan kepada publik; 

f) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 

3) Publik 

a) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang 

Pelayanan Publik; 

b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah 

ditetapkan penyelenggara layanan; 

c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan; 

d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara 

layanan; 

e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

 

3. Ruang Lingkup 

Kegiatan ini berlokasikan di Poso Kota kabupaten Poso Sulawesi Tengah, yang 

mana dalam kegiatan ini ditujukan pada pelaku usaha, tenaga kerja maupun masyarakat 

pada wilayah Poso Kota. Adapun pelatihan ini untuk mempersiapkan dan meningkatkan 

kualitas sumber daya lokal atau tenaga kerja lokal agar kedepannya dapat berkompetisi 

dengan tenaga kerja asing. 

 



 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari   : Jum’at dan Sabtu 

Tanggal  : 16 s.d 17 Juni 2023 

b. Tempat Pelaksanaan 

Bertempat Di Hotel Ancyra Poso 

 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah bidang Pengembangan Destinasi 

Pariwisata. 

b. Peserta FKP 

Dalam kegiatan ini pesertanya merupakan pelaku usaha, tenaga kerja maupun 

masyarakat di wilayah Poso Kota Kabupaten Poso. Berikut daftar nama peserta yang 

hadir : 

No. Nama Utusan 

1 Nopriyanis Lempo Hotel Kartika Poso 

2 Riska Cintyarana S.K Hotel Kartika Poso 

3 Bayu Adi Setiawan Rocket Chicken Poso 

4 Nurhijayanti Dwi Aqsa Rocket Chicken Poso 

5 Intan Malasari Go Steak Poso 

6 Moh. Derri R.Supit Go Steak Poso 

7 Sri Wahyuni Kedai Ibing 

8 Jihan Ondu Hotel Otanaha 

9 Dandy Erdiansyah Inada Cafe 

10 Martoni Darise Staf Industry  

11 Divan Coudri Padjula CFC Poso City Mall 

12 Mihiartin Paputungan RM. Lantasa T 

13 Christine Haryanti Dolidi Ndano 

14 Yuinini Hombo Dolidi Ndano 

15 Ade Akbar Usman Hotel Hatuna 

16 Febri Ramadani RM. Dapoer 

17 Nitron Kolu Hotel Ancyra 

18 Yohanes. A. Todje Hotel Ancyra 

19 Safrudin Mustapa Pendolo Cotteds 



 

No. Nama Utusan 

20 Sahran Yasin Hotel Wisata 

21 Rahmat Maku Hotel Wisata 

22 Zet Tahuleuding Guest House Barapat 

23 Nurhayati Otolomo Hotel Pantai Iyato 

24 Irmawati Bidang Industry 

25 Fatmawati Hotel 99 

26 Yolanda Pasambaka De Ema Launa 

27 Desuin Kenda De Ema Launa 

28 Catanine Christina Riri RM. Citra Moengko 

29 Yerni Tunggai Penginapan Tando Mbeaga 

30 Nur  Bambu Jaya 

31 Asna Bambu Jaya 

32 Rabiah A Losmen Azzahra 

33 Sriwahyuni H Hotel Alamanda 

34 Magfirah Hotel Alamanda 

35 Munifa Penginapan Ntesndo Mbeaga 

36 I Wayan Soko Pasar Kuning 

37 Firman Ramadhan Hotel 77 

38 Alvin Padema Matahari Cafe 

39 NurhayatY. P Azzahra 

40 Ardiansyah Nugroho Hotel 77 

41 Dian Hotel Pandawa 

42 Andi Fikri Hotel Pandawa 

43 Yayu Purnamasari Hotel 88 

44 Royen Jonathan Hotel Alugoro 

45 Christh Pesik Hotel 88 

46 Mauren Horensia Hotel Anugerah 

47 Silvia Losmen Armada 

48 Yosephin Losmen Armada 

49 Selvi Muaya Hotel Alugor 

50 Ktvin Gatara Hotel Anugrah 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan FKP dilakukan secara offline atau secara tatap muka. 

 

4. Susunan Acara FKP 

Susunan kegiatan pada hari Jum’at tanggal 16 Juni 2023 



 

Jam Kegiatan Keterangan 

07.00 s.d 08.00 Registrasi Peserta  Panitia  

08.00 s.d 08.30 Pembukaan  

- Laporan Ketua Panitia 

- Sambutan Kepala Dinas 

- Sambutan Kepala Dinas 

Di pandu MC 

-Ketua Panitia 

-Kepala Dinas Pariwisata 

Kab. Poso 

-Kepala Dinas Pariwisata 

Prov. Sulteng 

08.30 s.d 08.45 Cofe break 

 

08.45 s.d 11.45 Manajemen Hotel dan Restoran Wildiyono  

11.45 s.d 13.00 ISHOMA 

13.00 s.d 15.00 Hospitaly / Kuliner dan Pelayanan  I Ketut Winaya, S.Sos., M.Si 

15.00 s.d 15.15 Cofe Break 

  

15.15 s.d 16.15 Hospitaly / Kuliner dan Pelayanan  I Ketut Winaya, S.Sos., M.Si 

 

Susunan kegiatan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 

Jam Kegiatan Keterangan 

07.00 s.d 08.00 Registrasi Peserta  Panitia  

08.00 s.d 10.00 - Hospitaly / Kuliner dan 

Pelayanan 

I Ketut Winaya, S.Sos., M.Si 

10.00 s.d 10.15 Cofe break 

 

10.15 s.d 12.15 Houskeeping Publik Area Meike Elsje Lapasi, S.Pd., 

M.Ap  

12.15 s.d 13.00 ISHOMA 

13.00 s.d 15.00 Housekeeping Publik Area Meike Elsje Lapasi, S.Pd., 

M.Ap 

15.00 s.d 15.15 Cofe Break 

 

15.15 s.d 16.15 Housekeeping Publik Area Meike Elsje Lapasi, S.Pd., 

M.Ap 

16.15 s.d 

SELESAI 

Penutupan  Dra. Diah Agustiningsih, 

M.Pd Penyelesaian Administrasi 

 

 

 



 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

Dengan lajunya perkembangan zaman yang semakin canggih, pembangunan dalam 

kepariwisataan memerlukan peran aktif pada sumber daya manusia, baik pelaku usaha, 

tenanga kerja, maupun masyarakat, oleh karena itu dibutuhkannya peningkatan sumber 

daya manusia dibidang kepariwisataan yang handal untuk menghasilkan tenaga kerja 

SDM yang berkompeten dan handal. 

 

2. Analisis 

Pelatihan peningkatan SDM bidang hotel dan restoran ini memberikan peningkatan 

keterampilan kerja yang berkualitas terutama dalam pelayanan dan berdaya saing tinggi 

sehingga nantinya dapat bersaing dengan tenaga kerja asing khususnya pada daerah 

kabupaten Poso. 

 

3. Rencana Aksi 

- 

 

D. PENUTUP 

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Peraturan Menteri Pariwisata Republik 

Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia Bidang Pariwisata, berkomitmen untuk :  

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP. 

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia; 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat 

dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik 

sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara 

dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan 

rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan 

kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat 

mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik 

atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.  

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan 

maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik 

mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana 

mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan 

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik 

sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, 

mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh 

kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP 

merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya 

dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan 

publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

2. Tujuan dan Manfaat 

Maksud dilaksanakan uji publik ini adalah agar masyarakat mengetahui dan 

berperan serta dalam penyusunan standar pelayanan publik di dinas pariwisata provinsi 

Sulawesi tengah sehingga masyarakat yang mendapat pelayanan dapat menilai kualitas 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Sedangkan tujuan dilaksanakan uji publik adalah : 



 

a. Tujuan 

1. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia 

2. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya saing industry pariwisata 

di daerah agar kita tidak tertinggal jauh dari daerah lain yang mana kualitas 

sumber daya manusia sudah semakin baik. 

3. Meningkatkan pelayanan kepada tamu yang akan datang ke Kabupaten tojo una-

una 

b. Manfaat 

1) Secara Umum 

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau 

meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

2) Penyelenggara Pelayanan 

a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan; 

b) Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun 

perbaikan kebijakan; 

c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui 

kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan 

pelaksanaan kebijakan; 

e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan 

layanan kepada publik; 

f) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 

3) Publik 

a) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang 

Pelayanan Publik; 

b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah 

ditetapkan penyelenggara layanan; 

c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan; 

d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara 

layanan; 

e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

 



 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi : Pembangunan 

kepariwisataan yang memerlukan peran aktif sumber daya manusia, baik pelaku usaha, 

tenaga kerja, maupun masyarakat dengan memberikan pelayanan prima terhadap 

konsumen, strategi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu. 

 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari   : Kamis 

Tanggal  : 13 Juli 2023 

b. Tempat Pelaksanaan 

Bertempat Di Lawaka Hotel, Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una.  

 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Bidang Pengembangan Sumber Daya 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. 

b. Peserta FKP 

Utusan dari perwakilan tenaga kerja di bidang Hotel, Restoran, Pemandu Wisata, 

Dan Supir Yang Ada Di Kabupaten Tojo Una-Una. 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan FKP dilakukan secara offline atau secara tatap muka. 

 

4. Susunan Acara FKP 

Jam Kegiatan Keterangan 

07.00 s.d 08.00 Registrasi Peserta  Panitia  

08.00 s.d 09.00 Pembukaan  

- Laporan Ketua Panitia 

- Sambutan Kepala Dinas 

- Sambutan Kepala Dinas 

Di pandu MC 

-Kepala Dinas Pariwisata Kab. 

Tojo Una-Una 

-Kepala Dinas Pariwisata Prov. 

Sulteng 

09.00 s.d 09.15 Cofe break 

 



 

Jam Kegiatan Keterangan 

09.15 s.d 11.15 Service xcellent dan hospitality Pemateri : M. ALI MAHEKI  

11.15 s.d 13.00 ISHOMA 

13.00 s.d 13.30 Service excellent dan hospitality Pemateri : M. ALI MAHEKI 

13.30 s.d 15.00 Pemaparan dari IPB   

15.00 s.d 15.30 Tanggapan   

15.30 s.d 16.00 ISHOMA   

13.00 s.d 13.30 Pemaparan dari Sustain   

13.30 s.d 14.00 Pemaparan dari Jawapos   

14.00 s.d 14.30 Tanggapan   

14.30 s.d 15.00 Penutupan  

 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

Dalam era globalisasi persaingan sumber daya manusia semakin ketat, menurut 

kualitas dan kuantitas seherta profesionalisme sumber daya manusia pariwisata berbasis 

kompetensi dan berstandar internasional perlu terus ditingkatkan.  

Tantangan yang kita hadapi saat ini seiring dengan perkembangan globalisasi 

adalah masuknya tenaga kerja asing dengan kompetensi yang berdaya saing tinggi, maka 

kesiapan sumber daya local atau tenaga kerja yang berkualitas yang berdaya saing tinggi 

mutlak diupayakan dan disiapkan, sehingga kita tidak menjadi penonton/tamu di daerah 

kita sendiri.   

 

2. Analisis 

Industri pariwisata khususnya industri perhotelan, restoran, pemandu wisata 

merupakan industri yang bergerak dibidang jasa dengan service atau pelayanan sebagai 

menu jualanya. Banyak cara dapat ditempuh untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas 

pelanggan salah satunya adalah dengan menerapkan konsep service excellent dan 

perusahaan harus menerapkan dan memberikan sesuatu yang lebih untuk pelngganya 

melebihi apa yang diharapkan oleh pelanggan itu sendiri. Pelanggan harus dibuat puas 

atas produk atau penggunaan jasa yang dipakainya agar mereka selalu setia 

menggunakan produk atau jas yang dihasilkan. 

 

 



 

3. Rencana Aksi 

Upaya memberikan layanan yang terbaikini dapat menonjolkan kemampuan, 

sikap, penampilan, perhatian tindakan dan tanggung jawab yang baik dan terkoordinasi, 

salah satunya adalah memberikan service excellent. 

 

D. PENUTUP 

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait peraturan mentri pariwisata republik 

Indonesia nomor : 11 tahun 2015 tentang pemberlakuan standar kompetensi kerja nasional 

Indonesia bidang pariwisata, berkomitmen untuk :  

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP. 

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia; 

3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat memberi nilai tambah bagi para 

peserta, guna menjadi bekal dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat 

dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik 

sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara 

dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan 

rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan 

kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat 

mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik 

atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.  

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan 

maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik 

mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana 

mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan 

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik 

sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, 

mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh 

kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP 

merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya 

dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan 

publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

1. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya 

meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 



 

2. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya saing di daerah, agar kita 

tidak tertinggal tertinggal jauh dari daerah lain yang mana kualitas sumber daya 

manusianya sudah semakin baik. 

b. Manfaat 

1) Secara Umum 

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau 

meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

2) Penyelenggara Pelayanan 

a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan; 

b) Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun 

perbaikan kebijakan; 

c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan 

pelaksanaan kebijakan; 

e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan 

layanan kepada publik; 

f) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 

3) Publik 

a) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang 

Pelayanan Publik; 

b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah 

ditetapkan penyelenggara layanan; 

c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan; 

d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara 

layanan; 

e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

 

4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam kegiatan “Pelatihan Peningkatan Peran Masyarakat Dalam 

Kemitraan Pariwisata” meliputi : masuknya tenaga kerja asing berdaya saing tinggi, 

kesiapan sumber daya lokal atau tenaga kerja yang berkualitas yang berdaya saing tinggi, 



 

menjadikan SDM daerah dapat  bersaing dengan tenaga kerja asing sehingga tidak 

menjadi Tamu di negeri sendiri. 

 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari   : Rabu - Kamis 

Tanggal  : 23 - 24 Agustus 2023 

b. Tempat Pelaksanaan 

Bertempat Di New Oktaria Homstay & Swimming Pool, Parigi, Kabupaten Parigi 

Moutong 

 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Bidang Pengembangan Sumber 

Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. 

b. Peserta FKP 

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengundang Bpk. Mawardin, SS., 

M.Si ), dr. Meilisa Italin Hutasoit (Make Up Fantasy dan Karakter), I Nyoman 

Suciptayasa (Pelaku Seni – Budaya) sebagai narasumber dan mengundang peserta 

dari beberapa instansi Pemerintah, Sekolah, Pelaku Usaha, Serta Masyarakat di 

Kabupaten Parigi Moutong. Berikut daftar nama-nama peserta yang hadir : 

No. Nama Utusan 

1 Zahrawati Parigi Tengah 

2 Nurwahida Parigi Selatan 

3 Muh. Khairan Rabbani MA Alkhairrat Parigi 

4 Aisyah MA Alkhairrat Parigi 

5 Tiara Natasya SMK Kesehatan Khatulistiwa 

6 Ni Komang Purmita SMK Kesehatan Khatulistiwa 

7 Hidayat S.S Parigata 

8 Rostina Dislh 

9 Rusli Dispora 

10 Ifran Kec. Parigi Utara 

11 Sofyan Afandi Kec. Parigi 

12 Vini Rahmatika Baliara 



 

No. Nama Utusan 

13 Arankeng Bambalemo 

14 Sri Rahayu Masigi 

15 Zulhijah Pelawa Baru 

16 M.Guntur Nur Ars Passau Masigi 

17 Olesmiati Bantaya 

18 Sulviana Pelawa Baru 

19 Mufira Pelawa Baru 

20 Desmi Yeni Pelawa Baru 

21 Feriyanto Parigi 

22 Kasmin Pakaya Parigi 

23 Rein Anisha SMAN 1 Parigi 

24 Moh. Fahri SMAN 1 Parigi 

25 Cika Parigi 

26 Nirawati Parigi  

27 Sri Parigi 

28 Nita Parigi 

29 Yuhardin Parigi 

30 Zikza Parigi 

31 Abas Parigi Tengah 

32 Fikram Parigi Tengah 

33 Anita. K Parigi 

34 Suci Parigi 

35 Hikma Parigi 

36 Nira Parigi 

37 Akmal Parigi Tengah 

38 Retnit Parigi 

39 Taufik Tomoli 

40 Mustakim Tomoli 

41 Dian Kartika Desa Olaya 

42 M.Farabi Toboli 

43 Masril Toboli 

44 Fikri Pelawa Baru 

45 Nita Angriani Toboli 

46 Firnanda Lebo 

47 Reski H Toboli 

48 M.Saiful Parigi 

49 Muh. Adrifan Siniu 



 

No. Nama Utusan 

50 Nadifa Parigi 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan FKP dilakukan secara offline atau secara tatap muka. 

 

4. Susunan Acara FKP 

Jam Kegiatan Keterangan 

Rabu, 23 Agustus 2023 

07.00 s.d 08.00 
- Registrasi Peserta  Panitia  

08.00 s.d 09.00 

Pembukaan  

- Laporan Ketua Panitia 

- Sambutan Kepala Dinas Kabupaten Parigi Moutong 

Sambutan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi tengah 

08.00 s.d 09.15 Cofe break 

09.15 s.d 12.15 Make Up Dekoratif Carnaval / Pembuatan Kostum Carnaval 

12.15 s.d 13.30 ISHOMA  

13.30 s.d 15.30 Make Up Dekoratif Carnaval / Pembuatan Kostum Carnaval 

15.30 s.d 15.45 Coffe Break 

15.45 s.d 16.00 
Tanya Jawab Pemateri : dr. Meilisa Italin 

Hutasoit 

Rabu, 24 Agustus 2023 

Jam Kegiatan Keterangan 

07.00 s.d 08.00 Registrasi Peserta Panitia  

08.00 s.d 10.00 

Pembuatan Costum Carnaval 

Berbasis Kearifan Lokal Dan Ramah 

Lingkungan 

Pemateri : I Nyoman 

Suciptayasa 

10.00 s.d 10.15 Coffe Break 

10.15 s.d 12.15 

Pembuatan Costum Carnaval 

Berbasis Kearifan Lokal Dan Ramah 

Lingkungan 

Pemateri : I Nyoman 

Suciptayasa 

12.15 s.d 13.00 ISHOMA 

13.00 s.d 15.00 

Praktek Costum Carnaval Berbasis 

Kearifan Lokal Dan Ramah 

Lingkungan 

Pemateri : I Nyoman 

Suciptayasa 

15.00 s.d 15.15 Coffe Break 



 

Jam Kegiatan Keterangan 

15.15 s.d 17.15 

Praktek Costum Carnaval Berbasis 

Kearifan Lokal Dan Ramah 

Lingkungan 

Pemateri : I Nyoman 

Suciptayasa 

17.15 s.d Selesai 

Penutupan Kepala Dinas Pariwisata 

Provinsi Sulawesi Tengah / 

Panitia 
Penyelesaian Administrasi 

 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

Pembangunan kepariwisataan memerlukan peran aktif sumber daya manusia, baik 

pelaku usaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Dalam era globalisasi persaingan 

sumber daya manusia semakin ketat, menuntun kualitas dan kuantitas serta 

profesionalisme sumber daya manusia pariwisata berbasis kompetensi dan berstandar 

internasional perlu terus ditingkatkan. 

 

2. Analisis 

Peningkatan peran masyarakat dalam kemitraan sektor pariwisata dapat memebentuk 

dan meningkatkan keterampilan SDM dibidang kepariwisataan, sehingga menghasilkan 

tenaga kerja yang berkompeten dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang 

berdaya saing di daerah. 

 

3. Rencana Aksi 

-      

 

D. PENUTUP 

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Peraturan Menteri Pariwisata Republik 

Indonesia nomor : 11 tahun 2015 tentang pemberlakuan standar kompetensi kerja 

nasional Indonesia bidang pariwisata, berkomitmen untuk :  

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP. 

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia; 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat 

dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik 

sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara 

dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan 

rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan 

kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat 

mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik 

atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.  

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan 

maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik 

mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana 

mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan 

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik 

sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, 

mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh 

kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP 

merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya 

dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan 

publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

1. Memberikan ruang kepada mitra usaha pariwisata bersama pemerintahan daerah 

untuk dapat bersama-sama dalam pengembangan pariwisata ke depan. 

2. Mengidentifikasi potensi dan sarana pendukung pengembangan pariwisata 

Sulawesi Tengah serta permasalahan yang dihadapi. 



 

3. Merumuskan langkah-langkah secara sinergi yang perlu ditempuh dalam upaya 

pengembangan parawisata guna meningkatkan kunjungan website ke Sulawesi 

Tengah. 

b. Manfaat 

1) Secara Umum 

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau 

meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

2) Penyelenggara Pelayanan 

a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan; 

b) Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun 

perbaikan kebijakan; 

c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan 

pelaksanaan kebijakan; 

e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan 

layanan kepada publik; 

f) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 

3) Publik 

a) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang 

Pelayanan Publik; 

b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah 

ditetapkan penyelenggara layanan; 

c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan; 

d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara 

layanan; 

e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini difokuskan pada upaya pengembangan pariwisata 

yang melibatkan pengusaha dipariwisata sebagai mitra pemerintah daerah dalam 



 

mendukung pengembangan pariwisata Sulawesi Tengah dengan bersinergi bersama 

intansi terkait. 

 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari   : Kamis 

Tanggal  : 25 Juli 2023 

b. Tempat Pelaksanaan 

Bertempat Di Hotel Ancyra. 

 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI. 

b. Peserta FKP 

Dalam kegiatan ini pesertanya yaitu dari pelaku ekonomi kreatif. Berikut daftar 

nama peserta yang hadir: 

No. Nama Utusan 

1 Yulnini H Ombo Usaha Baju Adat Pamona 

2 Surya K Mowidu Kerajinan Tangan 

3 Fitriyani Polontalo Penjual Online 

4 Yerni Tunggai Kuliner 

5 Meilin Kuliner 

6 Bahria A Kumdag 

7 Ifa Make Up 

8 Irmawati Sabuka Minyak Kelapa Kampung 

9 Elon Ida Gula Merah 

10 Mustakim DG. Patobo Gula Semut Citra Aren 

11 Nursia Ulag Selapa 

12 Apunk A Karim Usaha Kreatif 

13 Rara Kuliner & Medsos 

14 Amel Kuliner & Media Sosial 

15 Ismawati Kuliner Sambal Roa- Umsel 

16 Chandra. M Barber Shop 



 

No. Nama Utusan 

17 Ismet Usaha Kuliner 

18 Chilmi Fuadi Usaha Kreatif 

19 Marjuni Danse Penjual Online 

20 Fitriyani Tararopo Usaha Nasi Bambu Hol Tonipa 

21 Hamiat DG Parene Usaha Nasi Bambu 

22 Agni Todaga Usaha Kursi Bambu Lembomano 

23 Novi Hidayani Usaha Kripik Tempe 

24 Oktavina Tumonggi Industri Sovenir Tas 

25 Safrudin Usaha Gula Merah 

26 Laila Hand Bucket / Kreatif 

27 Endah Suwardi Sambal Roa Lestari 

28 Dewi Astuti Kuliner 

29 Berian Kuliner 

30 Tirza Dolia Butik 

31 Tomi. L Usaha Kerajinan 

32 Senang Joyo. D Ebony Hand Craft 

33 Suharti Puspita Eboni 

34 Yerry R Tiaki Sangena ART 

35 Nurhawa Usman Usaha Kuliner 

36 Magfirah Fira Beauty Make Up 

37 Roslina Sanggar Seni Silondaya 

38 Merly Piters Kaos Bagaya Poso 

39 Yayuk Penjual Online 

40 Sri Wahyuni U.H Pengrajin Daur Ulang 

41 Rahmawati Haran Make Up 

42 Lisdayanti Krepek 

43 Wahyuni Lapato  

44 Berlian Dispar 

45 Erick R.M Dispar 

46 Iswadi Dispar 

47 Real Kuliner 

48 Antonius Pengrajin Kayu Hitam 

49 Zahra Fashion 

50 Indri Usaha Parcel 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan FKP dilakukan secara offline atau secara tatap muka. 



 

4. Susunan Acara FKP 

Jam Kegiatan Keterangan 

07.00 s.d 08.00 Check In Peserta  Panitia  

08.00 s.d 09.00 Prosesi Acara Pembukaan Panitia / MC 

09.00 s.d 09.30 Cofe break 

09.30 s.d 11.45 Materi Dinas Koperasi UMKM dan 

Perdagangan Kabupaten Poso 

Murniati Putosi, SP.M.Si  

11.45 s.d 13.00 ISHOMA 

13.00 s.d 15.00 Materi Bank BRI  Muhamad Fadli Talamoa 

15.00 s.d 15.30 Cofe Break 

15.30 s.d 17.30 Materi Kepala Dinas Pariwisata 

Kabupaten Poso 

 Noldi Tobondo 

15.30 s.d selesai Penutup   

 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

Pemerintah pusat dewasa ini sungguh-sungguh memperhatikan pembangunan 

ekonomi dari daerah pinggiran atau wilayah terluar, termasuk daerah pedalaman dan 

pulau-pulau terluar diseluruh kawasan tanah air. Desa-desa yang terletak pada daerah-

daerah perbatasan dengan Negara-negara tetangga. 

 

2. Analisis 

Potensi sumber daya ekonomi EKRAF kontribusinya sangat signifikan terhadap 

perkembangan ekonomi suatu Negara dan bahkan ikut mendorong peningkatan ekonomi 

secara global. Sebagaimana dipahami bahwa kreativitas manusia ini merupakan potensi 

sumber daya ekonomi yang dilahirkan dari sektor industri kreativitas dan motivasi dari 

setiap individu. 

 

3. Rencana Aksi 

Dari hasil FPK ini dapat disimpulkan bahwa:  

a. Industri kreatif dan ekonomi kreatif dalam praktiknya harus berkolaborasi, karena 

kedua bentuk perilaku aktivitas ini bersinergi satu sama lainnya dan selalu berjalan 

pada rel yang sama. Hal ini merupakan akses modal dari Sumber Daya Manusia 

(SDM) dimasa depan merupakan basis pembangunan Nasional 



 

b. Kebangkitan industri kreatif dan ekonomi kreatif melalui pembentukan Badan 

Ekonomi Kreatif (BEKRAF) merupakan salah satu upaya untuk memerdayakan 

ekonomi kerakyatan, karena basis UMKM, mengingat kontribusinya sangat 

signifikan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. 

 

D. PENUTUP 

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Peraturan Menteri Kepariwisataan nomor 10 

tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan Berusaha/terintegritas Secara 

Elektronik Sektor Pariwisata (OSS) dan Peraturan Mentri Pariwisata RI nomor 18 tahun 

2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, berkomitmen untuk :  

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP. 

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia; 

3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini yaitu industri dan ekonomi ekraf harus 

berkolaborasi, karena kedua kedua bentuk ini memiliki sinergi yang sama dan selalu 

berjalan pada satu tujuan yang sama. Kemudian kebangkitan industri dan ekonomi 

ekraf melalu pembentukan BEKRAF merupakan salah satu upaya untuk 

memerdayakan ekonomi kerakyatan karena berbasis UMKM. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat 

dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik 

sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara 

dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan 

rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan 

kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat 

mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik 

atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.  

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan 

maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik 

mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana 

mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan 

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik 

sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, 

mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh 

kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP 

merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya 

dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan 

publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah : 

1) Memberikan ruang kepada mitra usaha pariwisata bersama pemerintah daerah 

untuk dapat bersama-sama dalam pengembangan pariwisata ke depan. 



 

2) Mengidentifikasi potensi dan sarana pendukung pengembangan pariwisata 

sulawesi tengah serta permasalahan yang dihadapi. 

3) Merumuskan langkah-langkah secara sinergi yang perlu ditempuh dalam upaya 

pengembangan pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sulawesi 

Tengah 

b. Manfaat 

1) Secara Umum 

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau 

meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

2) Penyelenggara Pelayanan 

a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan; 

b) Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun 

perbaikan kebijakan; 

c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan 

pelaksanaan kebijakan; 

e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan 

layanan kepada publik; 

f) mMemperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 

3) Publik 

a) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang 

Pelayanan Publik; 

b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah 

ditetapkan penyelenggara layanan; 

c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan; 

d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara 

layanan; 

e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

 

 

 



 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini difokuskan pada Upaya Pengembangan Pariwisata 

yang melibatkan pengusaha di Pariwisata sebagai Mitra Pemerintah Daerah dalam 

mendukung pengembangan pariwisata sulawesi tengah dengan bersinergi bersama 

instansi terkait. 

 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari  : Senin 

Tanggal  : 17 Juli 2023 

b. Tempat Pelaksanaan 

Bertempat di New Oktaria Home Stay dan Swimming Pool, Jl. Alkhairat Hutan 

Kota, Masigi, Parigi Moutong. 

 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Penyelenggara kegiatan ini adalah Bidang Pengembangan Ekraf Pemanfaatan dan 

Perlindungan HAKI, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah 

b. Peserta FKP 

Peserta kegiatan Sosialisasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Pelaku Usaha Kecil 

dan Menengah yaitu dari pelaku ekonomi kreatif. Berikut daftar nama peserta yang 

hadir: 

No. Nama Utusan 

1 Alham  Mebel Baliara 

2 Putri Patrisia Penjual Online 

3 Cika Penjual Online 

4 Yuhardin Disporapar 

5 Anita. K Pelaku Usaha 

6 Dirham Pelaku Usaha (Coffe Shop) 

7 Muhamad Noval Disporapar 

8 Irma Disperindag 

9 Syahrul Creative Design 

10 Sofyan Afandi Disporapar 

11 Rezi Farhan Halik Pelaku Usaha 



 

No. Nama Utusan 

12 Moh. Fandir A Bua Pelaku Usaha 

13 Syamsudin Pelaku Usaha 

14 Harmawati Kedai Ma’ayo (Kue) 

15 Radiah Ikm Fahzan 

16 Alfita Wulan RM. Rafki Kaledo 

17 Nur Masyitha Putri Saehana Kerajinan Tangan 

18 Sulviana Perias Pengantin 

19 Vini Rahmatika Ayam Geprek 10k 

20 Irmawati Dapur Li-Nou 

21 Hj. Mariama Cafe Angin Mamiri 

22 Fatria Penjual Kue Kering 

23 Dea Ramadhan Penjual Kue Kering 

24 Putri Kapurung Palopo 

25 Sari Cik Sari Coffe  

26 Nima Wong Suka-suka 

27 Rama Pratama Perbengkelan 

28 Rusui Disporapar 

29 Rizal Perbengkelan 

30 Khasanah Kasim Putra RM. Putra 

31 Arsuskgiati Kastilonh Penjual Kue 

32 Elvira Online Shop 

33 Sarto Goma Hotel Oktaria 

34 Wirna Pelaku Usaha Kuliner 

35 Nuraini Balqis Kue 

36 Rahmawati RM. Alif 

37 Rosmiati RM. Ros 

38 Berlian Dispar 

39 Aprianto Dispar 

40 Ramang Kopi Benua 

41 Fadli Usaha Kerajinan 

42 Ramli Penjual Roti 

43 Zainal Usaha Kuliner 

44 Wahyuni Usaha Fashion 

45 Tamrin Online Shop 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka dan online. 



 

4. Susunan Acara FKP 

Jam Kegiatan Keterangan 

08.00 s.d 08.00 Chek In Peserta Panitia 

08.00 s.d 09.00 - Prosesi Acara Pembukaan 

- Laporan Panitia 

- Sambutan 

- Panitia / MC 

- Doligayawaty S.Sos 

- Kepala Dinar Pemuda 

Olahraga dan Pariwisata Kab. 

Parigi Mautong 

09.00 s.d 09.30 Coffe Break 

09.30 s.d 12.00 Materi Kementrian Hukum dan HAM 

RI Wilayah Sulawesi Tengah 

12.00 s.d 13.00 ISOMA 

13.00 s.d 15.00 Materi Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kab. Parigi 

Mautong 

15.00 s.d 15.30 Coffe Break 

15.30 s.d 16.30 Materi Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Kab. Parigi Mautong 

16.30 s.d 17.00 Penutupan   

17.00 s.d selesai Penyelesaian Administrasi   

 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

Dalam kegiatan ini teridentifikasi bahwa masalah yang dihadapi yaitu pertama 

kurangnya kerja sama antara mitra usaha pariwisata dan pihak pemerintah daerah dalam 

menyatukan ide-ide atau persepsi membangun untuk objek-objek pariwisata sulteng. 

Kedua minimnya data pendukung pengembangan pariwisata dan teridentifikasi 

permasalahan dilapangan. Ketiga adanya ketidakteraturan rumusan atau pola 

pengembangan pariwisata sulawesi tengah secara bersinergi dan kolaborasi. 

 

2. Analisis 

Analisis dari hasil FKP ini yaitu: 

a. Terciptanya kesempatan bagi Mitra Usaha Pariwisata bersama pihak Pemerintah 

Daerah untuk bersama-sama menyatukan persepsi membangun pariwisata sulteng. 

b. Tersedianya data pendukung pengembangan pariwisata dan teridentifikasi 

permasalahan dilapangan. 



 

c. Tersusunnya rumusan atau pola pengembangan pariwisata sulawesi tengah secara 

bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka peningkatan arus kunjungan wisatawan. 

 

3. Rencana Aksi 

- 

 

D. PENUTUP 

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait reviu Peraturan Menteri Kepariwisataan 

nomor 10 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha/Terintegritas Secara Eletronik 

Sektor Pariwisata (OSS) dan Peraturan Menteri Pariwisata RI nomor 18 tahun 2016 tentang 

Pendaftaran Usaha Pariwisata berkomitmen untuk :  

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP. 

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia; 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat 

dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik 

sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara 

dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan 

rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan 

kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat 

mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik 

atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.  

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan 

maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik 

mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana 

mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan 

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik 

sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, 

mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh 

kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP 

merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya 

dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan 

publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

1. Tercapainya komitmen bersama antar pelaku kepariwisataan dan ekonomi kreatif 

dalam pengembangan parwisata melalui kawasan, festival dan ekonomi kreatif 

unggulan, demi memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di 

Sulawesi Tengah. 



 

2. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antar pelaku kepariwisataan dan 

ekonomi kreatif dalam pengembangan pariwisata melalui kawasan, festival dan 

ekonomi kreatif unggulan di Sulawesi Tengah dengan mendorong 

Kabupaten/Kota agar lebih inovatif, adaptif dan kolaborasi dalam meningkatkan 

kinerja demi memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Sulawesi 

Tengah. 

3. Tercapainya program strategis pengembangan pariwisata melalui kawasan, 

festival  dan ekonomi kreatif unggulan di Sulawesi Tengah demi memajukan 

kesejahteraan daerah masing-masing Kabupaten/Kota. 

b. Manfaat 

1) Secara Umum 

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau 

meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

2) Penyelenggara Pelayanan 

a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan; 

b) Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun 

perbaikan kebijakan; 

c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan 

pelaksanaan kebijakan; 

e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan 

layanan kepada publik; 

f) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 

3) Publik 

a) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang 

Pelayanan Publik; 

b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah 

ditetapkan penyelenggara layanan; 

c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan; 

d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara 

layanan; 



 

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Kepariwisataan 

Sulawesi Tengah tahun 2023 adalah menjalin kerjasama dan kesepakatan antar pelaku 

Kepariwisataan/Stakeholders mendukung akselerasi pengembangan pariwisata melalui 

kawasan, festival dan ekonomi kreatif unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah 

 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari   : Jumat - Minggu 

Tanggal  : 17 s.d. 19 Maret 2023 

b. Tempat Pelaksanaan 

Bertempat di Aula Kantor Bupati Tojo Una-Una, Ampana, Kabupaten Tojo Una-

Una. 

 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah 

b. Peserta FKP 

Peserta kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pariwisata Sulawesi Tengah tahun 2023 

berjumlah 81 Orang yang terdiri dari : 

1) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah 

2) Kepala Kantor Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) 

3) Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi 

Tengah 

4) Mitra pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah (GAHAWISRI, HPI, GIPI, PHRI, 

ASITA) 

No. Nama Instansi 

1 Yusrianda Bantilan Pariwisata Toli-Toli 

2 Nurazemu Syam Dispar Touna 



 

No. Nama Instansi 

3 Azis Dispar Touna 

4 Aman Dispar Malili 

5 Mujahid Adam Dispar Malili 

6 Ramli.R Dispar Malili 

7 Muslimin Disporapar Morowali 

8 Vina Disporapar Morowali 

9 Kadek Mudasasa. SE Dispar Toli-Toli 

10 Noldi Tobondo Dispar Poso 

11 Nur Diana Dispar Poso 

12 Edison E. Moligay Dispar Pangkep 

13 Myais Tah Dinas Pangkep 

14 Nanang Narghiansyah Prov. Sulteng 

15 Mawardin, S.S.M.Si Dispora Parigi Mautong 

16 Niningw, W.  SE Dispora Parigi Mautong 

17 Wirna, SE Dispora Parigi Mautong 

18 Mab’ud Dishub  

19 Muh.Rizal, ST Tu Shali 

20 Jawi, S,Sos Disporapar Parimo 

21 Ni Nyoman S Disporapar 

22 Viy Dispora Kota Palu 

23 Moh. Iqram UPPU Tajung Api 

24 Enim Adjula UPPU Tajung Api 

25 Hilman Pemoa Donggala 

26 Sudarmalu Pemoa Donggala 

27 Ferry Setda Touna 

28 M.Asga Pariwisata Touna 

29 Asmita Dispar Kota Palu 

30 M.I.A Latimumu DPP Kumle 

31 Muzakkir  

32 Ahamad Asrad Dinas Perikanan 

33 Max Baginda Dispar Provinsi 

34 Taufan H.Tandri Dikpora 

35 Abd. Haris Pertanian 

36 I Putu Eko Karianto Dispora Parigi Mautong 

37 Roro Istanda Dispar Kab.Sigi 

38 Zulfrah Dispar Kab.Sigi 

39 Selfian Katib Dispar Kab.Sigi 



 

No. Nama Instansi 

40 Mohamaddin Kasim Dispar Kab.Sigi 

41 Zainuddin Dispar Kab.Sigi 

42 Dian Lestari Dispar Donggala 

43 Tiara  

44 Satmin Nur Lindo Dispar Donggala 

45 Astum Dispar Donggala 

46 Lisa Hardianti Dispar Sigi 

47 Irury Yanti Dispar Sigi 

48 Andri Rosadi Dispar Sigi 

49 Mega Dispar Sigi 

50 Aldy Dispar Sigi 

51 Fanny K.T Dispar Sigi 

52 Intan Dispar Sigi 

53 Fatima Dispar Donggala 

54 Subrata Kalape Dispar Bangga 

55 Lisdayanti Dispar Buol 

56 Tri Juliastuti Pariwisata 

57 Noviyanto Setdakab Touna 

58 Gafriani L Dispar Prov.Sulteng 

59 Doligayawati Dispar Prov.Sulteng 

60 Anyelir Dispar Prov.Sulteng 

61 Nur Agni Dispar Prov.Sulteng 

62 Ni Nyoman S Dispar Prov.Sulteng 

63 Febrianty Dispar Prov.Sulteng 

64 Herlina Dispar Prov.Sulteng 

65 Hadijah Dispar Prov.Sulteng 

66 Rosni Dispar Prov.Sulteng 

67 Satrisni Dispar Prov.Sulteng 

68 A.Sri Ilmyani Dispar Prov.Sulteng 

69 Lyana Irene Dispar Prov.Sulteng 

70 Zulfahri Dispar Prov.Sulteng 

71 Diyah Retnowati Dispar Banggai 

72 Yesri. A.Kahgis Disparpora Morowali Utara 

73 Arham Dispora 

74 Wahyuni L Dispar Poso 

75 Ma’mun Maragau Kab. Sigi 

76 Moh. Arif Dispar 



 

No. Nama Instansi 

77 Moh. Irza Dispar Kota Palu 

78 Zaenal Tahir Disporapar Kab.Buol 

79 Rachmad S.Daniah Dispar Poso 

80 Lisdayanti Dispar Kab.Buol 

81 Diyah Retnowati Dispar Kab.Banggai 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan FKP dilakukan secara Hybrid atau secara tatap muka (Offline) dan 

Daring (Online) 

 

4. Susunan Acara FKP 

No 
Hari / Waktu Kegiatan/Materi Pembicaraan/Tempat Moderator / 

Penyaji / 
Penyelenggara 

Ket 
Tanggal 

1 

17 Maret 
2023 

06.00 - 15.00 
Peserta Rakornis Tiba 
di Ampana 

Ampana Panitia Touna   

15.30 - 17.00 

Berkunjung Ke Desa 
Wisata Tete B 
Kecamatan Ampana 
Tete 

Desa Tete B 
Panitia Touna 
dan Peserta 

Rakornis 
  

19.00 - 20.00 
Makan Malam / Gala 
Dinner 

Auditorium 

Rombongan 
Gubernur, 

Bupati, Kadis 
Pariwisata Se-

Sulawesi Tengah 
dan Peserta 

Rakornis 

  

20.00-21.00 Pembukaan 

1. MC / Seni Pertunjukan 

    

2. Menyanyikan Lagu Indonesia 
Raya 

3. Pembacaan Doa 

4. Laporan Ketua Panitia 
Pelaksanaan Rakornis Program 
Pariwisata Se-Sulawesi Tengah TA. 
2023 

5. Sambutan Selamat Datang 
Bupati Tojo Una-Una 

6. Sambutan Gubernur Sulawesi 
Tengah Sekaligus Membuka Acara 
Rakornis Secara Resmi 

7. Penyerahan Cendera Mata Ke 
Narasumber 

8. MC / Seni Pertunjukan 

2 

18 Maret 
2023 

07.30 - 08.00 Registrasi Peserta   Panitia   

08.00 - 09.00 
Materi 

Dra. Diah Agustiningsih, M.Pd Dr. Indrawijaya 
Laborahima, 
S.Sos., M.Si 

Luring/
Offline   

(Kepala Dinas Pariwisata Provinsi 
Sulawesi Tengah) 

09.00 - 09.30 Coffe Break       

09.30 - 11.00 World Class Integrated 
Tourism Destination 
Development 

Dr. Edwin Darmasetiawan, SE., 
MBA 

Dr. Indrawijaya 
Laborahima, 
S.Sos., M.Si 

Daring/
Online 

  
(Wakil Direktur Utama PT. MNC 

Land Tbk.) 

11.00 -12.00 Materi Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Dr. Indrawijaya Luring/



 

Tengah Laborahima, 
S.Sos., M.Si 

Offline 

12.00 - 13.00 ISHOMA Panitia / Peserta     

13.00 - 15.00 

Sinkronisasi Program 
Tahun 2023 - 2024 
Bidang Pemasaran 

Galih, Sedayu Kepala Bidang 
Pengembangan 
Pemasaran Dinas 
Pariwisata 
Provinsi Sulawesi 
Tengah 

Luring/
Offline 

(Kurator Kharisma Event 
Nusantara (KEN) Kemenparekraf 

RI) 

Sinkronisasi Program 
Tahun 2023 - 2024 
Ekonomi Kreatif 

Amir Hamzah, SE., MM Kepala Bidang 
Pengembangan 
Ekonomi Kreatif, 
Pemanfaatan & 
Hak Kekayaan 
Intelektual 

Luring/
Offline 

(Fungsional Ahli Madya Direktorat 
Industri Kreatif Fashion, Desain 
dan Kuliner Kemenparekraf RI) 

15.00 - 
Selesai 

Penutupan       

3 

19 Maret 
2023 

05.30 - 05.00 

Berkumpul di 
Pelabuhan Ampana 
(TIC) 

Pelabuhan Ampana Toursm 
Information Center 

Panitia Touna 
dan Peserta 

Rakornis 
  

06.00 - 08.00 City Tour Rute :     

08.00 - 09.00 

Berkunjung Ke 
Destinasi Pulau Papan Desa Kadoda 

Panitia Touna 
dan Peserta 

Rakornis 
  

09.00 - 09.30 

Berkunjung Ke 
Destinasi Jelly Fish Danau Ubur -Ubur 

Panitia Touna 
dan Peserta 

Rakornis 
  

09.30 - 10.30 
Berkunjung Ke Pulau 
Kadidiri Kadidiri Paradise dan Black Marlin 

Panitia Touna 
dan Peserta 

Rakornis 
  

10.30 - 11.30 
Berkunjung Ke Desa 
Wakai Desa Wakai 

Panitia Touna 
dan Peserta 

Rakornis 
  

11.30 - 13.30 
Makan Siang 

Pulau Kayome 
Panitia Touna 
dan Peserta 

Rakornis 
  

13.30 - 15.00 
Kembali Menuju 
Ampana Selesai 

Panitia Touna 
dan Peserta 

Rakornis 
  

 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan dua sektor yang memberikan kontribusi 

yang besar terhadap perekonomian nasional sehingga perlu mendorong terbentuknya 

Kawasan Wisata, Event Unggulan serta mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif 

yang dapat mendukung perekonomian regional dan nasional khususnya di Provinsi 

Sulawesi Tengah. UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menegaskan bahwa, 

kepariwisataan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, 

lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. 

Pengembangan pariwisata melalui kawasan, festival dan Ekonomi Kreatif unggulan 

merupakan program yang dapat mendorong para wisatawan, para pelaku pariwisata dan 



 

para pelaku UMKM berinovasi memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, 

sehingga pelaku usaha dapat menciptakan lapangan kerja baru. 

 

2. Analisis 

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya temu kerjasama dan kesepakatan antar 

pelaku kepariwisataan/stakeholders dalam mendukung akselerasi pengembangan pariwisata 

melalui kawasan, festival dan ekonomi kreatif unggulan Provinsi Sulawesi Tengah yang 

meliputi : 

1) Komitmen bersama dari masing-masing pelaku kepariwisataan/stakeholders  

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah unuk membangun kerjasama yang 

sinergis dalam pengembangan pariwisata melalui kawasan, festival dan ekonomi kreatif 

unggulan di Sulawesi Tengah agar adanya pemahaman kerangka pikir yang sama antar 

pelaku Kepariwisataan/Stakeholders. 

2) Kesepakatan kerjasama akan diikuti dengan kebijakan riil dan tindakan konkret dari 

masing-masing pelaku Kepariwisataan/Stakeholders daerah yang terdokumentasi secara 

resmi. Hal tersebut akan terwujud juka di tunjang dengan adanya usaha efektif untuk 

mengubah paradigma semangat ego sektoral menjadi paridigma kebersamaan. 

3) Kebijakan yang tepat dari Lembaga/Instansi yang berwenang dengan melakukan 

koordinasi dalam pengembangan pariwisata melalui kawasan, festival dan ekonomi 

kreatif unggulan di Sulawesi Tengah. 

4) Memberikan solusi akan pengembangan pariwisata melalui kawasan, festiva dan 

ekonomi kreatif unggulan di Sulawesi Tengah. 

  



 

3. Rencana Aksi 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

D. PENUTUP 

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 

Tahun 2010 – 2025; dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomo 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019 – 2034 berkomitmen 

untuk :  

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP. 

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia; 

3) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah beserta Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota 

Se-Sulawesi Tengah yang memiliki kawasan yang akan dikembangkan bekerja sama 



 

melakukan feasibility study atau studi kelayakan oleh Reputable Consultant untuk 

mendapat dukungan pendanaan melalui perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; 

4) Sinergi atau orkestrasi kerjasama dengan berbagai pihak (Stakeholders) di tingkat 

pusat maupun daerah 

  



 

LAMPIRAN I Salinan Daftar Hadir 

Kegiatan Hari Ke - 1 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

Kegiatan Hari Ke - 2 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LAMPIRAN II Surat Undangan 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

LAMPIRAN III Dokumentasi Kegiatan 

 

 

 


